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Zonasi jaringan pelayanan lalu lintas jalan raya adalah suatu pendekatan holistik 
yang digunakan dalam perencanaan, pengaturan, dan pengelolaan lalu lintas di suatu 
wilayah atau kota. Zonasi menurut KBBI dimaknai sebagai pembagian atau pemecahan 
suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. 
Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang 
dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan yang 
penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

Perumusan masalah dari skripsi ini adalah Bagaimana regulasi yang mengatur 
tentang zonasi jaringan pelayanan lalu lintas jalan raya dan Bagaimana pertanggung jawaban 
pemerintah dalam zonasi jaringan pelayanan lalu lintas jalan raya. Adapun tujuan dalam 
penulisan skripsi ini adalah untuk mencari tahu regulasi yang mengatur tentang zonasi 
jaringan pelayanan lalu lintas jalan raya dan pertanggungjawaban pemerintah dalam zonasi 
jaringan pelayanan lalu lintas jalan raya.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah normatif dengan menggunakan 
pendekatan perundang-undangan dengan beberapa sumber bahan hukum primer dan 
sekunder, serta penelusuran bahan hukum melalui perundang-undangan dan literatur 
lainnya.

Pelnggulnaan lajulr khu lsu ls ju lga se lring diatulr dalam re lgullasi zonasi jaringan pellayanan 
lalul lintas. Ini telrmasulk lajulr buls, lajulr belrbagi (carpool), ataul lajulr selpelda.

Implementasi sistem zonasi jaringan pelayanan lalu lintas jalan raya membutuhkan 
komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak serta pemahaman mendalam tentang 
karakteristik dankebutuhan setiap wilayah atau zona yang terlibat. Hanya dengan melakukan 
upaya bersama dalam merancang, melaksanakan, dan menegakkan regulasi terkait zonasi, 
kita dapat mencapai tujuan menciptakan sistem transportasi yang lebih baik dan 
berkelanjutan bagi masyarakat secara keseluruhan.
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Road traffic service network zoning is a holistic approach used in planning, 
organizing and managing traffic in a region or city. According to the KBBI, zoning is 
defined as the division or splitting of an area into several parts, in accordance with 
management functions and objectives. Zoning regulations are provisions that regulate space 
utilization requirements and control provisions and are prepared for each block or 
allocation zone where the zoning is determined in a detailed spatial plan.

The formulation of the problem of this thesis is: What are the regulations governing 
the zoning of road traffic service networks and what is the government's responsibility in 
zoning road traffic service networks. The aim of writing this thesis is to find out the 
regulations governing the zoning of road traffic service networks and government 
accountability in zoning road traffic service networks.

The research method in writing this thesis is normative using a statutory approach 
with several sources of primary and secondary legal materials, as well as tracing legal 
materials through legislation and other literature.

The use of khulsuls lanes is also frequently regulated in the zoning regulations of the 
traffic service network. These include bus lanes, shared lanes (carpool), or selpelda lanes.

Implementing a road traffic service network zoning system requires commitment and 
cooperation from various parties as well as a deep understanding of the characteristics and 
needs of each region or zone involved. Only by making a concerted effort to design, 
implement, and enforce zoning regulations can we achieve the goal of creating a better, 
more sustainable transportation system for society as a whole.
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